
 

 
 

 
 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 61 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang   : a. bahwa untuk memaksimal kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat 

daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 
52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

 

 

 

 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135); 

12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 52 Tahun 

2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 52); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG 
BARAT NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 52 

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 

Nomor 52), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, 
huruf m, huruf n, huruf o dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 10 

(1)  Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan 

fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi 
kewilayahan. 

(2)  Rincian tugas Sub Bagian Administrasi Kewilayahan adalah sebagai 
berikut :  
a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 

penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau 
kelurahan;  

b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, 

kelurahan, Tiyuh serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota 
kecamatan;  

c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;  
d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;  
e. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan 

Kepala Daerah kepada Camat;  
f. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan; 



g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah bidang administrasi kewilayahan; 
h. dihapus;  

i. dihapus;  
j. dihapus;  
k. dihapus; 

l. dihapus;  
m. dihapus;  

n. dihapus;  
o. dihapus; dan 
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya.   
 
 

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 17 

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan daerah, memfasilitasi dan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pelayanan administrasi peraturan 
perundang-undangan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang 

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 

b. penelaahan dan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-

undangan; 
c. penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah; 

d. harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi produk hukum 
daerah dan peraturan di tiyuh; 

e. pelayanan dan pemberian bantuan hukum; 

f. penyiapan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang bantuan 
hukum kepada semua unsur Pemerintahan Daerah atas masalah 

hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; 
g. penghimpunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi 

hukum, sosialisasi, dan publikasi produk-produk hukum; 

h. merumuskan pedoman teknis kerjasama antar daerah, kerjasama 
dengan pihak ketiga serta kerjasama dengan lembaga/luar negeri; 

i. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian nomor register rancangan 

peraturan di tiyuh; 
j. pelaksanaan pendampingan proses evaluasi dan klarifikasi 

peraturan di tiyuh; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 19 

(1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok 

mengkoordinasikan dalam merumuskan, menyusun, menelaah serta 
mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk 
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 

 

 



(2) Rincian tugas Subbagian Perundang-Undangan adalah sebagai berikut : 

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan; 
b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan 

informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan produk 

hukum daerah; 
c. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah dan 

Instruksi Bupati; 
d. menyiapkan rancangan produk hukum daerah menjadi produk 

hukum daerah; 

e. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah; 
f. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses Penetapan 

Peraturan Daerah; 

g. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah; 
h. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah; 

i. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi 
produk hukum daerah; 

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk 

hukum daerah; 
k. menyiapkan bahan fasilitasi dan pemberian nomor register 

rancangan peraturan di tiyuh; 
l. menyiapkan bahan pendampingan proses evaluasi dan klarifikasi 

peraturan di tiyuh; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat. 
 

Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal 4 Desember 2020 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  
 

 dto. 
 

UMAR AHMAD 
 

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 7 Desember 2020 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
 

 dto. 
 

NOVRIWAN JAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 
NOMOR 62 
 



Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum, 
  

 
 
 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008  


